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ABSTRAK 

 

Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah 

untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering 

ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini 

istilah PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan 

pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang kaki 

lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk menjual 

barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga 

membuat badan jalan menjadi semakin menyempit hingga angkutan umum yang 

hendak melintasi jalan tersebut berdasak-desakan dan sampai mengakibatkan 

kemacetan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari latar belakang 

masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Ketertiban Umum serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis 

dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek 

penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya pelaksanaan 

penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah melakukan upaya  peneriban 

dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

penertiban sehingga berajalan tidak optimal.  

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedagang 

kaki lima yaitu adalah sumber daya manusia yang masih belum memadai, 

kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah dalam 

penertiban, kurangnya tanggapan, pemahaman, serta intensitas dari pedagang kaki 

lima terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum, masih kurangnya 

penerapan sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan  yang  berbentuk Republik,  

yang merdeka dan berdaulat dan hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Dasar 1945. Indonesia merupakan  Negara yang  menganut 

sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem inilah  pemerintah Indonesia 

memberikan  otonomi kepada setiap daerah atau Propinsi-propinsi di Indonesia, 

mengingat bahwa efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 

susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah
1
. 

Pemerintah daerah menurut Undang-undang  Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Peraturan Daerah  dan Undang-undang Nomor  23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh peraturan 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2
. 

Sesuai  dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara  penyelenggaraan pemerintah daerah 

diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah 

                                                             
1 Rahayu Ani,pengantar Pemerintahan Daerah, (Jakarta:Sinar Grafika,2018),  h. 3 
2 Ibid, h. 4 
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diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia
3
. 

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, 

daerah kabupaten/kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asas 

tersebut pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, 

dalam arti tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan adapula 

tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan daerah sebagai pelimpahan tugas dan 

wewenang dari pusat kepadanya
4
. 

Undang-undang tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan otonomi 

daerah dan sebagai wujud reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Penerapan otonomi 

daerah di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan 

pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di daerah. Sumber daya sosial 

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil bila fungsi 

                                                             
3
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,(Jakarta:PT Grafindo Persada), h. 40 

4
 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, (Bandung : Nuansa,2012), h. 109 
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dan peranan kelembagaan disuatu daerah berkembang dan meningkatnya 

partisipasi masyarakat
5
. 

Saat ini perkembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam hal 

pembangunan masih dirasakan kurang. Terutama menyangkut masalah kepatuhan 

terhadap pengaturan tata ruang dan pemeliharaan keindahan suatu kawasan. Hal 

ini dapat dilihat dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah 

daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima yang menempati 

kawasan–kawasan fungsional yang dianggap strategis, seperti kawasan 

perdagangan atau pasar, perkantoran, wisata, pemukiman atau fasilitas umum 

lainnya
6
.  Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi dituntut mampu 

menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, karena dari cara 

kerja pemerintah daerah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan 

menyelesaikan segala persoalan yang ada ditengah masyarakat. 

Kabupaten Bengkalis sebagai pemerintah daerah telah mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban 

Umum untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan 

ketertiban umum, terutama mengenai pedagang kaki lima di daerah kabupaten 

bengkalis. 

Peraturan Daerah tersebut lebih efektif sehingga dapat dijalankan dan 

diawasi pelaksanaannya maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang 

menjadi salah satu unit kerja pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah diatur 

dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

                                                             
5
 Mardiani. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan 

MembinaPedagang Kaki Lima Di Banda Aceh. Law Jurnal. Vol. 2 No 1, Summer 2018, 233 
6 Suharizal,Muslim, Hukum Pemerintah Daerah,(Yogyakarta:Thafa Media,2017) h.40 
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Daerah bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda 

dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Serta berdasarkan Pasal 56 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban 

Umum bahwa “Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peraturan daerah 

juga di bantu oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya” dan juga 

dikeluarkannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata 

Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis. 

 Pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (1) 

tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut “ 

Melaksanakan pembinaan, penertiban, razia terhadap kegiatan atau aktivitas 

individu/badan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, seperti : 

1) Penertiban rumah liar dan hunian liar 

2) Penertiban izin mendirikan bangunan 

3) Razia prostitusi 

4) Penertiban pedagang kaki lima 

5) Penertiban kenakalan remaja 

6) Penertiban reklame, baleho dan spanduk 

7) Razia minuman berakohol 

8) Penertiban jam operasional warnet, game online, dan karaoke keluarga 

9) Razia disiplin pegawai 

10) Razia rumah kos 
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11) Dan lain sebagainya 

Kewenangan yang telah diberikan, maka diharapkan agar Satuan Polisi 

Pamong Praja mampu menata, membina serta menertibkan aktivitas pedagang 

kaki lima secara maksimal sebagai wujud penegakan dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.  

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Bengkalis dengan sektor pendapatan perekonomian yang tinggi berada 

dalam perdagangan serta industri. Terutama di pasar Mandau yang merupakan 

pasar utama yang ada di Kecamatan Mandau. Pasar Mandau merupakan pasar 

yang terletak di jalan Jendral Sudirman dan merupakan jalan besar yang sering 

dilalui oleh masyarakat untuk beraktivitas. Pasar Mandau memiliki sistem 

pelayanan masyarakat yang kurang baik untuk saat ini dikarenakan adanya 

pedagang kaki lima yang membuat pasar menjadi tidak teratur dan semeraut. 

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas 

umum baik yang mendapat izin dari pemerintah maupun tidak mendapatkan izin
7
  

Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, turun ke badan jalan 

untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima 

tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit sehingga 

angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasak-desakan sehingga 

mengakibatkan kemacetan. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi 

dikarenakan adanya pedagang kaki lima tersebut adalah kemacetan lalu lintas, 

                                                             
7
Gilang Permadi, Pedagang kaki lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, (Jakarta: 

Yudhistira, 2007), h.2. 
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penyempitan badan jalan serta terganggunya aktivitas pejalan kaki yang hendak 

melewati pasar mandau tersebut. Sehingga masalah Sosial yang sering timbul 

akibat adanya Pedagang Kaki Lima ini adalah kurang terciptanya ketertiban 

umum di pasar Mandau Duri. 

Dalam permasalahan tersebut kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016  Tentang Ketertiban Umum , untuk menjamin 

ketertiban umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana dan 

sarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman, lingkungan pasar, 

lingkungan pemukiman serta perlengkapan kota lainnya. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 24 ayat (2) Nomor 1 Tahun 

2016 tentang  Ketertiban Umum  bahwa “ setiap orang atau badan dilarang 

berdagang, berusaha dibagian badan jalan, halte, jembatan penyebrangan orang 

dan tempat tempat untuk kepentingan umum lainnya. Serta Pasal 26 ayat (1) 

bahwa “setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan 

maksud untuk melakukan suatu usaha dijalan, jalur hijau, dan tempat-tempat 

umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.” 

Pengelolaan Pasar Mandau Duri di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah di 

Kecamatan Mandau merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian di Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi 

dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan TataUnit 

Pelaksana Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan 

menengah, seperti : 
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1. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil 

2. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan Pengawasan dan menjaga 

kebersihan pasar serta pemungutan Retribusi pasar 

3. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

4. Melaksanakan Pemberdayaan dan Perlindungan konsumen dan pelaku 

usaha. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Dalam pemantauan terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri 

dilakukan secara berkala dengan memberikan pemahaman terhadap para 

Pedagang Kaki Lima dengan Zoning System (sistem Area) larangan berjualan di 

area-area umum seperti di badan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja telah 

bekerjasama kepada pihak pengelola pasar untuk melakukan tindakan terhadap 

para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan dengan 

melakukan pembinaan serta pengawasan dan penertiban. Akan tetapi penulis 

mengetahui bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

terhadap pedagang kaki lima di pasar Mandau maih kurang dalam pelaksanannya. 

Terbukti dengan masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan 

Pasar Mandau Duri meski telah dilakukannya pengawasan dan penertiban oleh 

Satpol PP Kecamatan Mandau. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi 

sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, yang berjudul 

“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Ketertiban Umum” 

 

B. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan 

memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan 

batasan dalam tulisan ini yang di fokuskan dalam hal kewenangan pemerintah 

daerah Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau untuk melakukan 

pengawasan dan penertiban terhadap kemunculan pedagang kaki lima dan 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Ketertiban Umum serta sanksi-sanksi yang melakukan pelanggaran 

terhadap Ketertiban Umum.” 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Mandau 

Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Ketertiban Umum? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri berdasarkan  Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di 

Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  

Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Penertiban Pedagang 

Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban 

Umum. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 

beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara 

praktis, sebagai berikut : 

a) Secara teoritis 

1. Hasil penelitian  ini diharapkan dapat memebrikan konstribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 

hokum yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang. 

b) Secara praktis 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama 

berkaitan dengan ketertiban pedagang kaki lima  
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2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang apa dan bagaimana satuan polisi pamong praja 

dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar Mandau duri . 

3. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan 

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang 

berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara 

kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut
8
: 

1. Jenis metode dan Sifat penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan 

demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis 

sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai 

data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data 

lapangan. Sedangkan ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini 

dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 

keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

                                                             
8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Pt Raja Grafindo,2005), h.118 
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fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Serta menghubungkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Ketertiban umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pasar Mandau Duri jalan Jendral 

Sudirman, SATPOL PP, Kasi Trantib Kecamatan Mandau. Adapun alasan 

penelitian ini dilaksanakan karena adanya permasalahan terhadap 

pelaksanaan  penertiban  pedagang kaki lima  di pasar Mandau Duri 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Ketertiban Umum yang masih belum tercapai. 

3. Subyek dan Obyek  

a. Subyek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, Seksi Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima serta 

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan 

Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Mandau. 

b. Obyek Penelitian 

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah 

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Bengkalis Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Ketertiban Umum. 
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4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama, Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sampel adalah sebagian dari 

jumlah populasi yang memilikisifat-sifat yang sama dari objek merupakan 

sumber data untuk penelitian. Metode pengambilan sampel adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan 

tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini. 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

 

No. Nama Responden 
Jumlah 

Persentase 
Populasi Sampel 

1. Kepala Seksi Bidang 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, 

Kecamatan Mandau 

 

1 

 

1 
 

100% 

2. Satuan Polisi Pamong 

Praja Kecamatan Mandau 

 

20 

 

5 
 

25% 

3. Pedagang kaki Lima  

PasarMandau, 

Kecamatan Mandau 

 

200 
 

10 
 

5% 

4. Kepala UPT 

Perlindungan Konsumen 

dan Pengembangan 

Industri Kecil dan 

Menengah Kecamatan 

Mandau 

 

1 
 

1 
 

100% 

 Jumlah 222 17 7,6% 

 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian 

dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi terkait 
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atau lembaga terkait yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat 

memperoleh informasi dan responden secara langsung dari tempat 

yang menjadi obyek penelitian
9
. 

b. Data Sekunder 

Data yang dikutip dari berbagai sumber sehingga data tersebut 

tidak otentik lagi karena sudah berasal dari tangan kedua dan 

seterusnya. Untuk Itu data yang menjadi sumber bahan penunjang 

penulisan skripsi ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku 

hukum, jurnal hukum, media cetak, website (Internet), serta kamus 

hukum dan dokumentasi. 

c. Data Tersier 

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan 

hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, enklopedia, dan 

lain-lain. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam 

melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan 

data yang digunakan dalam meneliti adalah
10

 : 

a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. 

                                                             
9
Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada,2008), h.25 
10

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Prakti Dalam Perspektif Kebijakan public, 

(Yogyakarta:Teras,2011), h. 84 
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b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas 

terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan 

informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan 

pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

c. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data tulisan, baik itu 

dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dengan membaca buku, majalah, 

surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi 

lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti
11

. 

7. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa dalam pola, memilih 

mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain
12

. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB  I :  PENDAHULUAN 

  Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang 

masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan 

                                                             
11 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), 

(Depok: Rajawali Pers.2018). h. 76 
12

 Ibid., 
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Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

  Di dalam Bab II ini penulis akan menyusun kerangka tulisan 

tentang keadaan umum lokasi penelitian Kecamatan Mandau, 

kondisi Pasar Mandau Duri, struktur oragnisasi Satuan Polisi 

Pamong Praja di Kecamatan Mandau, UPT Perlindungan 

Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

  Penjelasan dalam Bab ini penulis memuat ringkasan tentang 

pembahasan yang berkenaan dengan unsur penelitian yaitu 

mengenai pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar 

Mandau. 

BAB VI :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini merupakan bagian dari analisa kasus yang akan 

dikembangkan dalam bentuk kajian yang dapat dijadikan suatu 

bahasan dilingkup penelitian. Disamping itu penulis akan 

membahas dan mengembangkan rumusan masalahnya seperti : 

  Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau 

Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Di Kecamatan 

Mandau. 
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  Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban 

pedagang kaki lima di pasar mandau duri berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang 

Ketertiban Umum di Kecamatan Mandau. 

BAB V :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.  
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B A B II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum Kecamatan Mandau 

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang 

sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau.  

Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor 

pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan 

Kantor KUA sekarang . Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke 

kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri. 

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, 

yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya 

Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang 

menjadi 11 Kelurahan Desa.  

Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain: 

Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri 

Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah,dan 

Harapan Baru.  

Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain: 

Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, 

Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang 

Padang dan Tambusai Batang Dui.
13

   

                                                             
13

 https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1 diakses pada 8 maret 

2020 
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https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1
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Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu. 

Letak Geografis 

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk 

dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara 

geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:  

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan  

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir 

Kecamatan Mandau terbentang antara 0°56’12”LU- 1°28’17”LU dan 

100°56’10” BT - 101°43’26” BT, dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas 

wilayah seluas 155 km
ª
. Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah 

Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas 25 km 

atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau. 

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan 

kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, 

maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km. 

Visi Kecamatan Mandau 

“Mewujudkan Kantor Camat Mandau sebagai Pemerintahan Yang 

Berwibawa, Transparan Dan Bertanggung Jawab” 

Visi kantor camat Mandau kabupaten bengkalis adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah yang berwibawa 

Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan 

dan karyawati berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan 

yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
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pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan 

pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Pemerintah yang transparan 

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan 

pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-

peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi 

tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah 

dipahami. 

3. Pemerintah yang bertanggung jawab 

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam 

melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan sesuai 

dengan peraturan-peraturan dan regulasi. 

Misi Kecamatan Mandau 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, 

berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan 

ke depan.  

2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good 

Government).  

3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif,akuntabel dan 

transparan.
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2020 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Camat Mandau 

 

Riki Rihardi, S. STP, Msi 

NIP. 19850508 200312 1 002 

 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

Sekretaris Kecamatan 

Muhammad Rusydy, S. STP, Msi 

 

NIP. 19890520 201010 1 001 

 

Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program, Umum dan Kepegawaian 

 

Irman Muslandi, S. STP 

NIP. 19940603 201708 1003 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan 

Muhammad Faizal, S.Sos 

NIP. 19820224 200901 1 011 

Kepala seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

RUDI HARTONO, S.Sos  

NIP. 19850301 200501 1 001 

 

Kepala Seksi Pemerintahan 

SITI HARMILLA, S. IP 

NIP. 19850625 201102 2 001 

 

Kepala Seksi Pelayanan 

SRI ISGINA HARTINI, ST  

NIP. 19830913 201001 1 025 

 

Kepala Seksi Kesejahteraan 

Sosial dan Budaya 

YOAN DEMA, S.IP 

NIP. 19770125 200501 1 007 

 

Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Muhammad Vicky, S.STP 
NIP. 19960912 201808 1 001 
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B. Gambaran Umum Pasar Mandau dan Pedagang Kaki Lima 

1. Pasar Mandau 

Pasar Mandau terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Duri 

Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Letak geografis Pasar 

Mandau adalah pada koordinat 1°16'36"N 101°11'49"E. Sebelum 

dibangunnya Pasar Mandau ini dulunya adalah pasar tradisional yang 

dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Pada tahun1998 pasar 

ini dinyatakan tidak layak huni dan pemerintah menghimbau para 

pedagang agar pasar ini dihidupkan kembali, setelah mendapat arahan dari 

camat Mandau, maka dibangunlah Pasar Mandau ini pada tahun 2000. 

Pasar Mandau merupakan pasar terbesar di Kecamatan Mandau. Berbagai 

barang dijual di area pasar ini mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai 

dengan barang elektronik dan toko emas. Pasar ini beroperasi dari subuh 

hingga malam hari. 

2. Pedagang Kaki lima Pasar Mandau 

Pedagang kaki Lima telah lama menempati Pasar Mandau baik 

yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah Kecamatan Mandau 

maupun yang tidak mendapatkan izin. Pedagang kaki lima yang tidak 

mendapatkan izin selalu berjualan berpindah tempat dan tidak menetap, 

tetapi hanya berada disekitar Pasar Mandau terutama di badan jalan 

Jendral Sudirman yang menyebabkan ketertiban umum di Pasar Mandau 

menjadi tidak tertib, dan juga tatanan letak para pedagang kaki lima yang 

tidak teratur membuat kondisi pasar semerautan menyebabkan 
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ketidaknyamanan bagi pengendara yang melewati daerah pasar Mandau 

hingga menimbulkan kemacetan di daerah tersebut.  

 

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau 

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau Duri telah berdiri tahun 

1950 dan diresmikan pada tahun 1958 yang bertepatan di jalan Jendral Sudirman. 

Kantor Satpol PP Kecamatan Mandau di bangun diatas tanah seluas 5.971 m2, 

dengan luas bangunan 10.347 m2 berada di wilayah Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau memiliki tugas pokok dan 

fungsi  serta Visi dan Misi sebagai berikut:
14

 

Tugas Pokok : 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 

Daerah, Peraturan Bupati ,dan Keputusan Bupati sebagai pelaksana Peraturan 

Daerah. 

Fungsi : 

1. Penyusunan program dan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 

umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah 

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didaerah. 

3. Pelaksana kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 

keputusan Bupati sebagai pelaksana daerah. 

                                                             
14

 https://satpolppkabbengkalis.com/ diakses pada tanggal 10 Maret 2020 

https://satpolppkabbengkalis.com/
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4. Pelaksana koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 

dan Keputusan Bupati sebagai sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah 

dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Negerei Sipil (PPNS) dan/atau 

aparatur lainnya. 

Visi   

“Terwujudnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja Yang Bijak, Berani, Dan 

Ikhlas” 

 

Misi 

1. Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

2. Mewujudkan Upaya Masyarakat Dalam Memelihara Ketertiban Dan 

Keamanan 

3. Mewujudkan Pengembangan Fungsi Sosial Kemasyarakatan Satpol PP” 

 

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau 

Satuan polisi pamong praja di kecamatan Mandau masih di naungi oleh 

Camat Mandau dan kepala seksi bidang ketentraman dan Ketertiban umum 

sehingga struktur satuan polisi pamong praja terdiri atas: 

1. Camat Mandau 

2. Kepala Seksi Bagian Ketentraman dan Ketertiban umum 

3. Komandan Pleton 

4. Wakil Komandan Pleton 

5. Komandan Regu I 

6. Komandan Regu II 

7. Anggota I dan II 

8. Provos 
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Gambar 2.2 

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamtan Mandau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camat Mandau 

Riki Rihardi 

NIP . 19850508 200312 1 002 

 

Wakil Komandan Pleton 

Juprizal 

NIP. 19820214 200901 1 004 

 

Anggota 

 Rudi Ikhwanto 

 Muhammad Fajar 

 Jantrin Tobing 

 Erlina Hotmauli 

 Witta Maria 

 Jernita Simanullang 

 Herlina 

 Alip Septiawan 

 Randi Ade 

syahputra 

 

Kasi Ketentraman 

danKetertiban umum 

PLH 

Muhammad Vicky, S.STP 

NIP. 19960912 201808 1 001 

 

Komandan Regu I 

Syaiful Bahri 

NIP. 19820217 200901 1 006 

 

Komandan Pleton 

Herik Ade Satria 

NIP. 19820303 200901 1 012 

 

Komandan Regu II 

Muhammad Yani 

NIP. 19820217 200901 1 006 

 

Provost 

Syahrial 

NIP. 19750705 200901 1 010 

 

Anggota 

 Imam Safi’i 

 Zainuddin 

 Lional 

 Nazaruddin 

 Jumardi 

 Chairil 

 Jenny Rosalita 

 Maryati 

 Gusvi Helmi 
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D. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau 

Awal mula terbentuknya UPT Perlindungan Konsumen dan 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 

Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana 

Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

dalam membantu Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ada di 

Kecamatan Mandau. 

UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah Kecamatan Mandau memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

Visi  

“Terwujudnya Sektor Industry dan Perdagangan Sebagai Penggerak Utama 

Ekonomi Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2035” 

Misi 

1. Mewujudkan industry dan perdagangan sebagai salah satu dinamisator 

pertumbuhan ekonomi kabupaten bengkalis 

2. mewujudkan industry kecil dan menengah yang tangguh berbasis 

ekonomi kerakyatan 

3. mewjudkan pelayanan prima dan good governance 

4. mewujudkan partisipasi stake holder dan masyarakat dalam 

pembangunan ekonomi 
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Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau 

Sturktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

secara posisiyang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan. Fungsi suatu struktur dalam organisasi bertujuan memberikan 

informasi kepada seluruh manusia yang menjadianggotanya untuk mengetahui 

kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung 

jawab kepada siapa, sehinga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan 

organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 

UPT perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah Kecamatan Mandau Menggunakan struktur organisasi lini, wewenang 

dari atasan di salurkan secara vertical kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, 

pertanggungjawaban dari bawahan secara lansung ditujukan kepada atasan yang 

memberi perintah ini sesuai yang di tertera di Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 

38 Tahun 2017 yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok 

Jabatan fungsional. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, mempunyai tugas dan fungsi, 

sebagai berikut: 

1. Melakukan perhimpunan data yang berkaitan Perlindungan Konsumen dan 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di kecamatan, sebagai bahan 

masukan dalam penyusunan program Dinas Perdagangan dan Perindustrisian 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
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2. Melaksanakan pegawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat 

penyimpanan (gudang); 

3. Melaksanakan Pemberdayaan dan perlindungan konsumen dan pelaku usaha 

4. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil dan menengah; 

5. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan menjaga 

kebersihan pasar serta pemungutan Retribusi pasar; 

Gambar 2.3 

Struktur Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Otonomi Daerah 

Pengertian “otonom” secara etimologis adalah berdiri sendiri atau dengan 

pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batasan-bastasan wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

praaksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
15

  

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praaksara sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yakni, undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sementara itu otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah, daerah yang memiliki sifat otonom atau daerah otonom meliputi daerah 

pada Pasal 2 yaitu : 

                                                             
15

Jasin Johan, Penegakan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi Daerah, 

(Yogyakarta : Budi Utama, 2019), h. 118 
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1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan 

Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota. 

2. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi 

atas Kelurahan/Desa.
16

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia ialah Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalah sebuah Negara dimana 

tempat pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip 

keturunan dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya bukan sentralisasi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah 

dalam keorganisasian yang sebenarnya juga dapat diartikan sebagai pengalihan 

tanggung jawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari pemerintahan pusat 

kepemerintahan daerah
17

. 

Istilah otonomi mempunyai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan 

kemerdekaan, sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan dan kemandirian 

sebagai wujud pertaggung jawaban itu sendiri ada dua unsur yaitu :  

1. Pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. 

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan 

menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. 

Dengan demikian pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau 

memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang 

dapat membangkitkan efektivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti 

                                                             
16

 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
17

 Undang-undang Dasar 1945 
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yang sebaik-baiknya. 

Dalam teori otonomi daerah sistem rumah tangga daerah adalah tatanan 

yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung 

jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. 

Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah daerah-daerah akan memiliki 

sejumlah urusan pemerintah, baik atas dasar penyerahan maupun atas pengakuan 

ataupun dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah
18

. Dalam kepustakaan 

dikenal tiga sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, 

sistem rumah tangga materiil, dan sistem rumah tangga riil. 

Otonomi dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan pembagian 

kekuasaan secara vertikal diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan 

setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan tertentu secata penuh baik mengenai asas-asas maupun cara 

menjalankannya. Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan 

otonomi daerah tersebut. Pertama, political equality, yaitu guna meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua, local accountability, 

yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat didaerah. Ketiga, adalah local 

responsiveness, yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah 

yang terjadi di daerahnya.
19

 

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara 

                                                             
18

 Husni Jalil dan Andi Abidin ,Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi 

Khusus,(Makassar : SIGn, 2017) , h. 37-38 
19

 Eka Sihombing dan Irwansyah, Hukum Tata Negara, (Medan : Enam Media,2019), h. 

103 
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lain bertalian dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah. Cara 

penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otnomi 

luas. Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka 

penyelenggaraannya ditentukan dalam baas-batas wilayah yang ditentukan 

pemerintah pusat, dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, 

hal ini dimaksud kan oleh sistem rumah tangga. Dikalangan para sarjana, istilah 

yang diberikan terhadap pembagian urusan pusat dan daerah dalam konteks 

ternyata tidak sama. R. Trena menyebutkan dengan istilah “kewenangan mengatur 

rumah tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga 

daerah”. 
20

 

Desentralisasi sebagai suatu kebijakan penyelenggaraan sistem 

pemerintahan berhubungan erat dengan otonomi daerah, desentralisasi merupakan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka otonomi 

daerah menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah “ Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
21

 

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat bagi 

terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Otonomi 

daerah disatu sisi bisa meminimalisasi konflik pusat-daerah, dan disisi lain dapat 

menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

                                                             
20

Achmad Fauzi,”Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Yang Baik”. Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2019. 
21

 Ibid., 
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demokratis kehidupan bangsa.
22

 

Daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan 

masyarakat setempat menurut praaksara sendiri sesuai dengan perundang-

undangan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan asumsi dasar memberikan hak 

kepada daerah untuk mengatur daerah dalam wujud otonomi yang bertanggung 

jawab. Dengan demmikian, prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut
23

 : 

1. Prinsip Otonomi luas 

Kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah 

berwenang mengurus sendiri keentingan masyarakatnya. Urusan itu 

meliputi bidang misalnya, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, 

perumahan, pertanian, perdagangan dan lain-lain. Otonomi luas yang 

dimaksud kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban 

untuk menangani urusan yang tidak di tangani olehh pemerintah pusat 

sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak 

ragam dan jenisnya. 

2. Prinsip otonomi nyata 

Kekuasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 

pemerintah dibidang tertetu secara nyata ada, diperlukan, serta tumbuh, 

hidup dan berkembang didaerah. Otonomi secara nyata berarti keleluasaan 

daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pmerintaha d bidang tertentu 

yang keberadaannya dibuktikan secara nyata. 

                                                             
22 Tim Lipi, Membangun Format Baru Otonomi Daerah (Jakarta : Lipi Press, 2006), hal 

160. 
23

Jasin Johan, Penegakan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi 

Daerah,(Yogyakarta : Budi Utama, 2019), h. 120-123 
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3. Prinsip otonomi bertanggung jawab 

Perwujudan bertanggung jawab sebagai kosekuensi pemberian hak 

dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang 

harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, 

berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan 

pemerataan, serta pemeliharaan, hubungan serasi antara pusat dan daerah 

serta antar daerah dalam menjaga keutuhhan NKRI. 

Manfaat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut
24

 : 

a. Pemberian pelaksanaan otonomi daerah ialah sangat tergantung pada 

kemauan, kemampuan, aparatur dalam mengelola dan memperoleh 

daftar serta mengorganisasikan manusianya sebagi aktor dalam 

membiayai kegiatan manusia sebagai aktor dalam pelaksanaan 

otonomi daerah 

b. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan didaerah dalam mengalokasikan 

dana pembangunan serta tepat berdasarkan karakteristik dan potensi 

daerah masing-masing. 

 

B. Peraturan Daerah 

Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menyatakan, bahwa : 

                                                             
24

 Ibid., hal. 125 
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1. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provnsi dengan persetujun 

bersama gubernur. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh DPRD abupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota. 

Hingga saat ini kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan 

keputusan yang dianggap terbaik yang untuk saat ini. Peraturan daerah merupakan 

salah satu ciri daerah yang mempuyai hak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber 

yakni otonomi dan tugas pembentukan. Karena itu peraturan daerah akan terdiri 

dari peraturan dibidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah dibidang otonomi adalah 

peraturan daerah.
25

 

 Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pada BAB II 

tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, yang 

meliputi
26

 : 

a. Kejelasan tujuan yaitu sertiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

                                                             
25

Arliman Laurensius, Ilmu Perundang-undangan Yang Baik untuk Negara 

Indonesia,(Yogyakarta:Budi Utama,2019), h. 52-53 
26

Siti Khoriah dan Ade Arif, Hukum Pemrintah Daerah,(Depok:PT Raja Grafindo 

Perasada,2017), h. 152 
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b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis 

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau 

pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. 

Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat 

oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam 

pembentuka peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki 

peraturan perundang-undangan 

d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan 

perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang 

jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya. 
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g. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembukan perundang-undanganan 

dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan
27

. 

 

C. Penertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja 

1. Pengertian Penertiban 

Pada pembangunan, pengendalian pada suatu pelaksanaan 

dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 

yang sesuai dengan rencana melalui kegiatan pemantauan dan 

pengawasan. Dalam hal ini pembangunan sangat berkaitan erat dengan 

pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan 

yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap suatu 

implementasi rencana sebagai suatu tindak lanjut dari penyusunan 

rencana. Hal ini dikarenakan pemanfaatan ruang tersebut sesuai dengan 

apa yang ditetapkan, sehingga kemudian hari tidak akan ada terjadinya 

penertiban apabila dalam suatu pembangunan tidak dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang ada. 

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang dalam Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur 

                                                             
27 Ibid., h. 153 
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menurut aturan
28

. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang 

diperlukan dalam suatu Negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan 

dalam rangka mewujudkan kondisi Negara atau daerah yang aman, 

tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan kegiatan masyarakatyang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan 

ruang adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mngambil tindakan agar 

pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan 

penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban secara langsung yang 

di lakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan penertiban  tidak 

langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui 

pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana 

dan prasana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.  

2. Pengertian, Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 

Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 255 ayat 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah menyebutkan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk 

menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
29

. 

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik 

di daerah. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan 

                                                             
28

 https://typoonline.com/kbbi/penertiban diakses pada tanggal 09 April 2020 
29

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

https://typoonline.com/kbbi/penertiban
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pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian 

hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah
30

. 

Dalam Pasal 5  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas sebagai berikut
31

 : 

a. Menegakkan Perda dan Perkada; 

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan 

c. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

dalam Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi
32

: 

a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan 

pelindungan masyarakat;  

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

penyelenggaraan pelindungan masyarakat;  

c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta 

penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;  

d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas 

pelaksanaan Perda dan Perkada; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                             
30

 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 
31

 Ibid., 
32

 Ibid.,  
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 Satuan Polisi Pamong Praja 

berwenang
33

: 

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 

atas Perda dan/atau Perkada; 

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas 

Perda dan/atau Perkada; dan 

d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau Perkada. 

 

D. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah 

untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering 

ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki 

tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang 

sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Namu, saat ini istilah 

                                                             
33

 Ibid., 
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PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula 

untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya
34

. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh W.J.S. 

Poerwardaminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai 

penghubung rumah dengan rumah. Arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka 

pintu atau di tepi jalan. Arti kedua ini lebih cenderung ditujukan pada bagian 

depan bangunan rumah/took dengan kesepakatan antar perencana kota bahwa 

bagian depan (Serambi) dari took lebarnya harus sekitar lima kaki dan wajib 

dijadikan suatu jalur agar pejalan kaki dapat melintas. Ruang selebar kira-kira 

lima kaki itu pada kenyataannya tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi 

pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat berjualan 

barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima 

muncul di masyarakat.
35

 

Ada yang menyebutkan istilah “kaki lima” sudah ada sejak masa 

penjajahan Belanda. Saat itu pemerintah colonial menetapkan bahwa setiap ruas 

jalan raya harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki selebar lima kaki, atau 

sekitas satu setengah meter untuk kaum pedestrian. Namun, setelah Indonesia 

merdeka, ruas jalan tersebut banyak dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan, 

sehingga masyarakat mengenalnya dengan nama pedagang emperan, namun 

menurut tempat disebut pedagang kaki lima. 

PKL sebagai usaha disektor informal memiliki potensi untuk 

pemngembangan pembangunan suatu wilayah baik Negara maupun daerah. 

                                                             
34

Iswan Kaputra dan Ali Muda Dalimunthe, Dampak Otonomi Daerah Di 

Indonesia,(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor,2013), h.209 
35

 Ibid., 
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Apabila diolah dengan baik, PKL akan memberikan kontribusi yang besar dalam 

aktivitas ekonomidan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, retribusi dari sektor 

perdagangan ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat 

dikelola oleh pemerintah daerah yang nantinya akan dapat menambah pendapatan 

daerah
36

.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penerlituan dan Pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dalam hal pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan 

oleh satpol pp sebagai pelaksana dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari 

tugas dan fungsi satpol PP salah satunya dalam hal penertiban pedagang 

kaki lima, terutama di pasar Mandau Duri yang saat ini memiliki masalah 

dalam penertiban pedagang kaki lima. Penertiban yang telah dilakakukan 

dengan prosesdur manajemen yang ada telah diterapkan sehingga 

penertiban pedagang kaki lima berjalan dengan semestinya. Akan tetapi, 

masih ada beberapa proses pelaksanaan penertiban yang masih belum 

terlaksana dengan baik  yaitu penertiban yang dilakukan tidak 

menimbulkan efek jera sehingga para pedagang masih dan terus berjualan 

di tempat yang telah dilakukan penertiban, dan  Satpol PP masih belum 

bisa menerapkan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Ketertiban Umum tersebut serta pengawasan dan sosialisasi yang masih 

kurang. 
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2.  Faktor yang mempengaruhi dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu  

faktor standar kebijakan yang dinilai sudah baik akan tetapi dalam 

pelaksanaan  sanksi masih belum dilaksanakan oleh satpol pp  karena 

banyak nya pertimbangan  kondisi  pedagang, faktor sumber daya baik itu 

manusia dan prasarana, anggota satpol pp Kecamatan Mandau saat ini 

masih sekitar 20 orang dan  sarana pendukung dalam penertiban terbilang 

masih tidak memadai sehingga menghambat pelaksanaan penertiban 

pedagang kaki lima, serta adanya faktor komunikasi antara satpol pp dan 

pedagang  tidak berjalan dengan baik , baik dalam hal sosialisasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban 

Umum yang tidak di sosialisasikan terhadap seluruh pedagang kaki lima di 

pasar Mandau Duri. Serta masih rendahnya pasrtisipasi pedagang kaki 

lima dalam mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Ketertiban Umum. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Kecamatan Mandau harusnya membuat pasar baru yang 

strategis untuk pedagang kaki lima di Pasar Mandau duri dengan 

penyediaan tempat yang membuat para pembeli menarik untuk berbelanja 

dan juga  agar jalanan Pasar Mandau duri bisa dilalui tanpa kemacetan 

yang mengganggu ketertiban umum . 

2.  Pengawasan dalam pelanggaran ketertiban umum haruslah ditingkatkan 

lagi dan dalam menindak  lanjuti pelanggaran harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku agar menimbulkan  efek jera terhadap pelanggaran  
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ketertiban umum. Dalam hal pengawasan penertiban pedagang kaki lima 

juga sebaiknya dilakukan dengan cara random atau dengan jadwal yang 

tidak menentu agar para pelanggar tidak bisa  menghindari pengawasan 

yang dilakukan setiap hari. Sosialisasi terhadap  peraturan daerah 

kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum 

sebaiknya dilakukan dengan keseluruhan pedagang kaki lima yang ada 

dipasar mandau dan dijelaskan dengan sebaik mungkin agar tercipta 

komunikasi  yang baik antar pedagang dengan  satpol pp dalam 

mewujudkan peraturan daerah tersebut. 
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Pertanyaan untuk Kasi Trantib Kecamatan Mandau : 

1. Bagaimanakah Prosedur pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar 

mandau duri? 

2. Apakah sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan terkait penertiban 

pedagang kaki lima telah dilakukan? 

3. Adakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki 

lima di pasar Mandau Duri? 

4. Apakah kebijakan peraturan daerah bengkalis nomor 1 tahun 2016 telah sesuai 

dalam pelaksanaan penertiban? 

5. Bagaimana upaya atau langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

 

Pertanyaan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau : 

1. Bagaimanakah Prosedur pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar 

mandau duri? 

2. Apakah sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan terkait penertiban 

pedagang kaki lima telah dilakukan? 

3. Adakah faktor yang mengahambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang 

kaki lima di pasar mandau duri? 

4. Apakah kebijakan peraturan daerah bengkalis nomor 1 tahun 2016 telah sesuai 

dalam pelaksanaan penertiban? 

5. Bagaimana upaya atau langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

 

Pertanyaan untuk Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan 

Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau : 

1. Apakah pihak UPT Perlindungan konsumen ikut andil dalam hal sosialisasi 

dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri ? 

2. Apa saja kendala dalam hal sosialisasi terhadap pedagang kaki lima ? 
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Pertanyaan untuk pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri : 

1. Apakah PKL telah memahami Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum? 

2. Bagaimana sikap Satpol PP dalam hal Penertiban pedagang kaki lima di 

pasar mandau duri? 

3. Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP telah dilakukan dengan 

baik? 
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